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DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DALAM 
PENANGANAN PENCURIAN ARUS LISTRIK 

DI DISTRIK DILI
 Oleh : 

Nuno Saldanha Da Silva Fatima1, Karolus Kopong Medan2, 
Saryono Yohanes3

Abstract
Law enforcement discrimination in handling the theft of electric flow in Dili 
District of Timor Leste, about the treatment to fellow citizes (discrimination) 
because the people’s welfare must be the highest law in a country “salus publika 
supreme lex”. This research is an empirical yuridical law research. This is 
descriptive research by using primary data and secondary data. The result 
of this research indicate that every service given by the government through 
electricidade de Timor Leste (EDTL) as electrical energy distributor starting 
from the generation of transmission and distribution of electrical energy which 
become the source of supply to all society that widespread in Dili District of 
East Timor. In fact, deviates from the mandate of constitution which exist for 
the welfare of people. The deviations that occur are followed up by unfair law 
action toward the various level/group that exist in the society as the costumer. 
Injustice in handling is basically due to the interference of power both economic 
or political. 
Keywords: Discrimination, Law Enforcement , Electricity Theft

Abstrak
D�skr�m�nas� Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pencur�anAl�ran L�str�k 
D� D�str�k D�l� T�mor-Leste, tentang perlakuan terhadap sesama warga negara 
secara (D�skr�m�nas�) karena kesejahteraan rakyat harus menjad� hukum tert�ngg� 
dalam suatu negara “salus publ�ca suprema lex”. Penel�t�an �n� merupakan 
penel�t�anhukum yur�d�s Emp�r�k. S�fat penel�t�an �n� adalah deskr�pt�f yang 
mempergunakan data pr�mer dan data sekunder. Has�l penel�t�an menunjukkan 
bahwa Set�ap pelayanan yang d�ber�kan pemer�ntah melalu� Electr�c�dade de 
T�mor Leste(EDTL) sebaga� penyalur energ� kel�str�kan mula� dar� pembangk�tan 
transm�s� dan d�str�bus� energ� l�str�k yang menjad� sumber pasokan ke seluruh 
masyarakat yang menyebar luas d� D�str�k D�l� T�mor Leste pada kenyataannya 
meny�mpang dar� amanat konst�tus� yang ada untuk kesejahteraan rakyat. 
Peny�mpangan yang terjad� d�t�ndaklanjut� dengan t�ndakan hukum yang  t�dak 
ad�l terhadap berbaga� t�ngkatan/golongan yang ada dalam masyarakat sebaga� 
pelanggan. Ket�dakad�lan dalam penanganan yang semest�nya pada dasarnya 
terjad� karena adanya �ntervens� kekuasaan, ba�k ekonom� maupun pol�t�k.
Kata Kunc�: Diskriminasi, Penegakan Hukum, Pencurian Listrik

1 Program Stud� Ilmu Hukum Program Pascasarjana Un�vers�tas Nusa Cendana, ema�l nonu.fat�ma@
yahoo.com

2 Fakultas Hukum Un�vers�tas Nusa Cendana, Kupang
3 Fakultas Hukum Un�vers�tas Nusa Cendana, Kupang



238

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 2 : 237 - 247

I. PENDAHULUAN
Real�tas menunjukkan bahwa 

tatanan hukum akan berfungs� dengan  
ba�k dalam sebuah negara,pada 
umumnya tercerm�n dar� s�kap, 
per�laku, t�ndakan bahkan keputusan 
pol�t�k atau putusan hukum dar� 
penyelenggara negara (penguasa) 
yang senant�asa berp�hak pada 
kead�lan masyarakat banyak d� negara 
yang bersangkutan. Hukum d� negara 
tersebut d�tegakkan secara obyekt�f 
dan kons�sten tanpa d�skr�m�nas� ba�k 
dalam penyelenggara negara atau 
pemer�ntahan serta warga negaranya, 
yang seharusnya patuh pada hukum. 

Pr�ns�p hukum T�mor-Leste 
adalah negara tunduk pada Undang-
Undang Dasar (UUD) dan hukum. 
(Estadu hakruuk ba Lei-Inan no 
lei-oan sira). Hal �n� sebaga�mana 
d�tegaskan dalam ketentuanPasal 
2 ayat (2) Konst�tus� Republ�k 
Demokrat�s T�mor-Leste. Pr�ns�p 
keh�dupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara yang dem�k�an akan 
menc�ptakan komun�kas� dan �nteraks� 
sos�al antara berbaga� elemen 
komun�tas, seh�ngga dapat berlangsung 
dengan ba�k untuk mencapa� tujuan 
dan c�ta-c�ta bersama. Hal �n� berart� 
bahwa tatanan keh�dupan dan 
komun�kas�  antar �nd�v�du dalam suatu 
komun�tas d�tuntut mengacu kepada 
aturan yang d�sepakat�, dan d�paka� 
sebaga� acuan atau referens� para p�hak 
dalam melakukan hubungan sos�al. 
Kehad�ran norma hukum sebaga� 
acuan dalam keh�dupan bersama 

tersebut merupakan konsekuens� 
log�s dar� adag�um yang d�kemukakan 
oleh Marcus Tull�us C�cero, ya�tu ubi 
sucietas ibi ius.(d�mana ada masyarakat 
d� s�tu ada hukum)4.

Konst�tus� sebaga� hukum dasar 
atau sebaga� hukum tert�ngg� (Supremy 
of Law in the state), secara h�rark�s 
d�jabarkan leb�h lanjut dalam berbaga� 
undang-undang untuk mengatur segala 
akt�f�tas masyarakat, sesua� dengan 
prosedur yang d�tetapkan oleh negara 
melalu� pemer�ntah. Harapan yang 
tertuang d�dalam konst�tus� maupun 
d�dalam produk hukum turunannya 
dalam keyataan belum secara efekt�f 
d�laksanakan oleh para elemen negara. 
Bahkan, dalam praktek pelaksanaannya 
t�dak jarang menunjukan praktek-
praktek d�skr�m�nat�f, padahal d� dalam 
negara hukum terdapat pend�r�an 
bahwa semua orang d�pandang sama 
d� hadapan hukum (equaliti before the 
law). Hal yang sama juga d�pertegas 
oleh El�sabeth Nurha�n� Butarbutar5 
bahwa Semua manus�a d�pandang 
sama seh�ngga harus d�perlakukan 
sama (asas equaliti before the law). 
Oleh sebab �tu J�ka terjad� t�ndakan 
d�skr�m�nat�f dalam penegakan hukum 
maka jelas akan men�mbulkan problem 
ket�dakad�lan dalam keh�dupan negara 
hukum. Hal �n� d�karenakan mas�h 

4 Satj�pto Rahardjo, 2008, Biarkan Hukum 
Mengalir Catataan Kritis Tentang Pergulatan 
Manusia dan Hukum, Jakarta, Kompas,  hlm 
9

5 El�sabeth Nurha�n� Butarbutar, KONSEP 
KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN 
PERDATA, Jurnal M�mbar Hukum, Volume 
21, Nomor 2 Jun� 2009, hlm 2
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banyak p�hak yang berusaha untuk 
mempertahankan kekuasaan dan 
memperjuangkan kepent�ngannya 
send�r� atau kelompok, sementara 
kepent�ngan masyarakat pada semua 
lap�san mas�h teraba�kan.

Permasalahan yang bertentangan 
dengan ketentuan Konst�tus� adalah 
d�skr�m�nas� penanganan kasus 
pencur�an arus l�str�k, terutama 
d� D�str�k D�l� Negara RDTL, 
yang ter�nd�kas� adanya perlakuan 
d�skr�m�nat�f. Real�tas yang dem�k�an 
�tu sesungguhnya bertentangan dengan 
Konst�tus� T�mor Leste terutama pasal 
16 ayat (1) dan (2)yang secara tegas 
mengamanatkan tentang asas atau 
pr�s�p Un�versal�tas dan persamaan 
(Universalidade no igualdade). 
Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) 
tersebut sebaga� ber�kut: 
1. Semua warga negara adalah 

sama d� depan hukum, mem�l�k� 
hak yang sama dan tunduk pada 
kewaj�ban yang sama.

2. T�dak seorangpun dapat 
mengalam� d�skr�m�nas� 
berdasarkan alasan warna kul�t, 
ras, status perkaw�nan, jen�s 
kelam�n, asal etn�s,bahasa, 
kedudukan sos�al atau ekonom�, 
keyak�nan pol�t�k atau �deolog�, 
agama, pend�d�kan, keadaan 
jasman� atau mental.
Khusus d� D�str�k D�l�, h�ngga 

saat �n� Electricidade de Timor Leste 
(EDTL) sudah banyak melayan� 
pelanggan yang tersebar d� l�ma 
kecamatan, ya�tu  Kecamatan Vera-

Crus, Na�n-Feto, Kr�sto-Re�, Dom 
Alexo, dan Kecamatan Atauro. 
Perkembangan pelanggan d� l�ma 
kecamatan D�str�k D�l� tersebut terus 
berkembang dar� tahun ke tahun. 
Ber�kut �n� d�gambarkan data pelanggan 
EDTL d� D� D�str�k D�l� h�ngga tahun 
2016 dengan total 49.548 pelanggan 
dar� sek�an banyak pelanggan yang 
terdapat d� D�str�k D�l� khususnya Ibu 
Kota Negara T�mor Leste.

Has�l temuan t�m gabungan 
operas� l�str�k Electricidade De Timor-
Leste(EDTL) atau PLN (Perusahaan 
L�str�k Negara) menunjukan bahwa 
banyak pelanggan yang melakukan 
pencur�an arus l�str�k termasuk juga 
pegawa� pemer�ntahan dan pejabat 
negara yang berada d� D�str�k D�l�. 
Untuk men�ndaklanjut� penanganan 
kasus pencur�an arus l�str�k tersebut 
justru d�lakukan secara t�dak merata, 
terhadap sebag�an pelangan d� n�la� 
terjad�nya d�skr�m�nat�f. Perlakukan 
yang d�skr�m�nat�f menyebabkan 
adanya ket�dakad�lan bag� semua 
padahal k�ta tahu bahwa perlakuan 
yang ad�l adalah kebutuhan mendasar 
bag� masyarakat sepert� yang d�katakan 
oleh Sr� Yul�an�6 dalam jurnal nya 
bahwa Kebutuhan akan perlakuan 
yang ad�l dalam h�dup bernegara dan 
bermasyarakat menjad� kebutuhan 
asas� set�ap manus�a. Perlakuan yang 
t�dak sama sesungguhnya meg�ngkar� 

6 Sr� Yul�an�, MENGUAK KONSTRUKSI 
SOSIAL DIBALIK DISKRIMINASI 
TERHADAP WARIA, Jurnal Sos�log� D�lema, 
ISSN : 0215 - 9635, Vol. 18 No. 2 Th. 2006, 
hlm 1
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asas persamaan d� hadapan hukum. 
Sela�n meng�ngkar� asas persamaan 
d� depan hukum perbuatan pencur�an 
arus l�str�k, melanggar ketentuan-
ketentuan yang ada pada K�tab 
Undang-undang Hukum P�dana T�mor 
Leste dan Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Penggunaan Daya 
L�str�k.

Hal tersebut yang mendorong 
penul�s untuk melakukan penel�t�an 
secara leb�h mendalam untuk 
member�kan solus� terhadap 
penanggulangan pencur�an arus l�str�k 
yang juga d�lakukan oleh para pejabat 
atau pegawa� negara yang mendapat 
gaj� dan fas�l�tas negara, maupun kaum 
kap�tal�s yang mem�l�k� kekuatan 
ekonom� yang besar. Perbuatan 
tersebut j�ka t�dak d�tangan� secara 
ba�k, maka akan mencedera� hukum 
dan n�la�-n�la� kead�lan.Problem 
research yang muncul dar� ura�an d� atas 
adalah bahwa adanya perlakuan yang 
t�dak sama atau d�skr�m�nat�f dalam 
penanganan kasus pencur�an arus 
l�str�k d� D�str�k D�l� yang d�lakukan 
oleh masyarakat b�asa, para pejabat 
yang mem�l�k� kekuatan kekuasaan 
dan kaum kap�tal�s yang mem�l�k� 
kekuataan ekonom�. D�nam�ka 
bekerjanya hukum sangat d�tentukan 
oleh kekuatan nonhukum, dalam 
hal �n� kekuatan personal dan sos�al. 
Perlakuan yang d�skr�m�nat�f tersebut 
menjad�kan persoalan pencur�an arus 
l�str�k yang terjad� d� D�str�k D�l� yang 
merupakan Ibu Kota Negara T�mor 
Leste menjad� persoalan hukum yang 

urgen untuk d�kaj� dalam suatu karya 
�lm�ah. Merujuk pada ura�an latar 
belakang d� atas maka permasalahan 
yang d�kaj� dalam penul�san �n� ya�tu : 
1. Mengapa Terjad�nya 

D�skr�m�nas� Dalam Penanganan 
T�ndak P�dana Pencur�an Arus 
L�str�k d� T�mor Leste?

2. Apa Sajakah Faktor-Faktor Non 
Hukum Yang Mempengaruh� 
Proses Penegakan Hukum 
Terhadap Penanganan T�ndak 
P�dana Pencur�an Arus L�str�k d� 
D�str�k D�l� T�mor Leste ?
Jurnal �n� merupakan has�l karya 

dar� penul�s send�r� dan berdasarkan 
has�l penelusuran terhadap art�kel 
dan jurnal �lm�ah d� webs�te t�dak 
d�temukan jurnal atau art�kel yang 
serupa dengan persoalan yang d�tul�s. 
Namun untuk persoalan kekerasan 
dalam rumah tangga bukan merupakan 
fenomena yang baru hal �n� d�bukt�kan 
dengan adanya beberapa jurnal yang 
menul�s tentang persoalan kekerasan 
dalam rumah tangga ya�tu : 
1. Dev�lla Sar�, Utomo Sarjono 

Putro, Yos Sun�t�yoso, Pr� 
Henmawan, Dhanan Sarwo 
Utomo, kelompok keahl�an 
pengamb�lan keputusan dan 
negos�as� strateg�s sekolah 
b�sn�s dan manajemen-�nst�tut 
teknolog� bandung, Jurnal 
Menejemen Teknolog�, Aplikasi 
Norm Game dan Locus Of 
Control Untuk Pengembangan 
Kebijakan Penanggulangan 
Pencurian Listri, Volume 9 No.1 
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Ed�s� 2010 Inst�tut Teknolog� 
Bandung. 

2. Khal�f ahad� dan M. Indra Al 
Irsyad, Pusat Penel�t�an Dan 
Pengembangan Teknolog� 
Ketenagal�str�kan, Energy Baru 
Terbarukan Dan Konservas� 
Energy. Jurnal top�c hukum, 
Strategi Efisiensi Pembiayaan 
Pemerintah Untuk Memacu 
Pelaksanaan Konservasi Energy 
Pada Sector Ketenagalistrikan,
Tujuan Penel�t�an �n� adalah 

Untuk mengetahu� dan menganal�s�s 
terjad�nya D�skr�m�nas� Dalam 
Penanganan T�ndak P�dana Pencur�an 
Arus L�str�k d� T�mor Leste dan 
Untuk mengetahu� dan menganal�s�s 
faktor-faktor Non Hukum Yang 
Mempengaruh� Proses Penegakan 
Hukum Terhadap Penanganan T�ndak 
P�dana Pencur�an Arus L�str�k d� 
D�str�k D�l� T�mor Leste

II. METODE PENELITIAN
Mengacu pada tema dan 

permasalahan yang d�angkat 
dalam penel�t�an �n�, maka penel�t� 
menggunakan penel�t�an hukum 
yur�d�s Emp�r�k. Dalam hal �n� adalah 
penel�t�an mengena� D�skr�m�nas� 
Penegakan Hukum Dalam Penaganan 
Kasus Pencur�an Arus L�str�k D� 
D�str�k D�l�. S�fat penel�t�an �n� adalah 
deskr�pt�f yang mempergunakan data 
pr�mer dan data sekunder. Data pr�mer 
d�peroleh langsung dar� �nforman. Para 
�nforman tersebut antara la�n: para 
pelanggan Electricidade De Timor-
Leste (EDTL) dan para pegawa� atau 

staf lapangan serta kepala bag�an yang 
bekerja d� kantor pusat Electricidade 
De Timor-Leste(EDTL) D�str�k D�l� 
T�mor Leste. Data sekunder d�peroleh 
dar� buku, karya �lm�ah, dan peraturan 
perundang-undangan yang berka�tan 
dengan penel�t�an. Penel�t�an leb�h 
mel�hat pada dugaan-dugaan dan 
pernyataan-pernyataan mengena� 
pr�laku hukum yang ada dalam 
masyarakat yang merupakan fakta 
sos�al.Yang d�maksud dengan fakta 
sos�al adalah apa yang d�rasakan oleh 
sebag�an besar anggota masyarakat 
sebaga� masalah, dalam hal �n� yang 
d�maksud tentulah masalah  yang 
meyangkut  dengan pr�laku hukum.7

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Diskriminasi Dalam 

Penanganan Tindak Pidana 
Pencurian Arus Listrik Di 
Timor Leste
Persamaan d� hadapan hukum 

yang d�art�kan secara d�nam�s �n� 
d�percaya� akan member�kan jam�nan 
adanya akses untuk memperoleh 
kead�lan (access to justice) oleh karena 
�tu dalam rangka tegaknya supermas� 
hukum,suatu hukum yang ad�l 
seharusnya sesua� dengan konst�tus� 
yang benar, dan j�ka meny�mpang 
dar� konst�tus� past� t�dak ad�l. Namun 
perlu k�ta ketahu� juga bahwa untuk 
mendef�n�s�kan kata ad�l sangatlah 
sul�t karena ad�l mempunya� makna 
yang berd�mens� luas seh�ngga ket�ka 
ad�l menurut sekelompok orang belum 

7 Bahder Johan Nasut�on, 2008 Metode 
Penelitian Hukum,  Mandar Maju Bandung,  
hlm. 162
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tentu ad�l menurut sebag�an orang 
la�nnya sepert� yang d�katakan oleh 
Inge Dw�sv�m�ar8 dalam jurnal nya 
bahwa ukuran mengena� kead�lan 
ser�ngkal� d�tafs�rkan berbeda-
beda art�nya kead�lan �tu send�r� 
berd�mens� banyak dalam segala 
b�dang. Pelaksanaan hukum d� dalam 
masyarakat sela�n tergantung pada 
kesadaran hukum masyarakat juga 
sangat banyak d�tentukan oleh aparat 
penegak hukum, oleh karena ser�ng 
terjad� beberapa peraturan hukum 
t�dak dapat terlaksana dengan ba�k oleh 
karena ada beberapa oknum penegak 
hukum yang t�dak melaksanakan 
suatu ketentuan hukum sebaga� mana 
mest�nya9.

Kebebasan dalam organ�sas� 
pol�t�k, merupakan konsekuens� log�s 
oleh hukum atau konst�tus� atas hak-
hak dasar dan hak asas� manus�a dalam 
keh�dupan kenegaraan. Kebebasan 
mengeluarkan pendapat dan p�k�ran 
merupakan �nd�kas� bahwa suatu 
Negara melaksanakan demokras� set�ap 
Negara hukum yang demokras� harus 
memasukan aspek peran serta akt�f 
rakyat d� dalam konst�tus� nya yang 
d�landas� persamaan dan kemerdekaan 
atau kebebasan10. Sebaga� negara 
hukum (rechtsstaat) sebaga�mana 
8 Inge Dw�sv�m�ar, KEADILAN DALAM 

PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU, Jurnal 
D�nam�ka Hukum, Vol.2 No. 3 September 
2011, hlm. 1

9 Sanyoto, PENEGAKAN HUKUM DI 
INDONESIA, Jumal D�nam�ka Hukum, Vol.8 
No.3 Ed�s� September 2008, hlm. 200

10 Sr� Hart�n�, PENEGAKAN HUKUM 
NETRALITAS PEGAWI NEGERI SIPIL 
PNS, Jurnal D�nam�ka Hukum, Vol. 9 No. 3 
Ed�s� September 2009, hlm. 260.

d�tegaskan dalam ketentuan Pasal 2 
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republ�k Demokrat T�mor Leste yang 
menyatakan Negara tunduk pada 
Undang-Undang Dasar (UUD) dan 
hukum. Maka negara harus menjam�n 
persamaan set�ap orang d� hadapan 
hukum serta mel�ndung� hak asas� 
manus�a. Persamaan d� hadapan hukum 
mem�l�k� art� bahwa semua orang 
mem�l�k� hak untuk d�perlakukan sama 
d� hadapan hukum (Equality Before 
The Law). Persamaan perlakuan d� 
hadapan hukum bag� set�ap orang 
berlaku dengan t�dak membeda-
bedakan latar belakang antara la�n: ras, 
agama, keturunan, pend�d�kan atau 
tempat lah�rnya.Sebaga�mana sudah 
d�tetapkan oleh Konst�tus� T�mor Leste 
terutama pada pasal 16 ayat (1) dan 
(2)yang secara tegas mengamanatkan 
tentang asas atau pr�s�p Un�versal�tas 
dan persamaan (Universalidade no 
igualdade). 

has�l penel�t�an yang d�temukan 
bahwa pemer�ntah send�r� sudah 
melakukan t�ndakan d�skr�m�nas� 
terhadap sesama masyarakat, 
beberapa has�l penel�t�an tentang 
maraknya pencur�an arus l�str�k yang 
terjad� d� D�str�k D�l� dar� tahun 
2015 menunjukkan bahwa pelanggan 
Electricidade De Timor-Leste (EDTL) 
yang melakukan pencur�an sebanyak 
1,230 dan tahun 2016 sebanyak 2,085.
dar� jumlah keseluruhan pada dua 
tahun terakh�r �n� mencapa� 3,315 yang 
mendapatkan sanks� pemutusan al�ran. 
Dar� has�l rekap�tulas� dar� semua 
pelanggan yang menggunakan pr�pago 
d� D�str�k D�l� T�mor Leste dengan 
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total 31.230 Pr�pago yang d�gunakan 
oleh para pelanggan Electricidade De 
Timor-Leste (EDTL). Dar� banyaknya 
pelanggan secara keseluruhan dar� 
tahun 2015 sampa� dengan 2016 
yang melakukan t�ndakan pencur�an 
arus l�str�k tersebut, menunjukan 
bahwa kurangnya perhat�an dar� 
p�hak pemer�ntah melalu� kementr�an 
per�ndustr�an dan telekomun�kas� 
yang ada d�bawah pengontrolan 
Electr�s�dade de T�mor Leste (EDTL), 
seh�ngga menyebabkan terjad�nya 
kerug�an negara yang sangat banyak.

Fakta menunjukkan bahwa 
sampa� sekarang mas�h banyak para 
pelanggan yang t�dak d�perhat�kan 
oleh pemer�ntah, atau penggunaan 
al�ran l�str�k mereka t�dak d�bawah 
pengontrolan Electr�s�dade de T�mor 
Leste (EDTL), seh�ngga mereka 
mas�h bebas dar� beban d�band�ngkan 
dengan masyarakat yang sudah 
menjad� pelanggan tetap oleh EDTL. 
Sepert� masyarakat yang berada 
pada kecamatan Kr�to Re�, Desa 
Here dengan jumlah penduduk yang 
beg�tu banyak, yang terd�r� dar� 700 
kk, yang berada d� Desa Hera dengan 
klas�f�kas� penduduk yang beragam 
antara la�n rakyat b�asa, veteran, para 
pejabat pemer�ntahan dan juga orang-
orang yang berkelas komers�al. Hal 
�n� menunjukkan bahwa pemer�ntah 
hanya b�sa memperhat�kan pada 
segel�nt�r masyarakat dan t�dak secara 
keseluruhan, sepert� masyarakat yang 
berada d� Kecamatan Kr�to-Re� Desa 
Hera tersebut, yang sampa� sekarang 
mereka bebas menggunakan meteran 

lama yang merupakan pen�nggalan 
Indones�a pada saat T�mor-T�mor mas�h 
d�bawah jajahan. Berdasarkan fakta 
yang d�jelaskan d�atas, terl�hat jelas 
sekal� bahwa terjad�nya D�skr�m�nas� 
yang d�lakukan oleh pemer�ntah 
terhadap masyarakat, khususnya pada 
D�str�k D�l� T�mor-Leste. 

Masalah penegakan hukum 
merupakan masalah yang t�dak 
sederhana, bukan saja karena 
kompleks�tas s�stem hukum �tu 
send�r�, tetap� juga jal�nan hubungan 
antara  s�stem hukum dengan s�stem 
sos�al, pol�t�k, ekonom�, dan budaya 
masyarakat. Sebaga� suatu proses, 
penegakan hukum pada hak�katnya 
merupakan var�abel yang mempunya� 
korelas� dan �nterpendens� dengan 
factor-faktor la�n, sebaga�mana 
d�ungkapkan oleh Lawrence M 
Fr�edman, ya�tu komponen substans�, 
struktur dan kultur. Komponen tersebut 
termasuk ruang l�ngkup bekerjanya 
hukum sebaga� suatu s�stem. Ke semua 
factor tersebut akan sangat menentukan 
proses penegakan hukum dalam 
masyarakat dan t�dak dapat d�p�sahkan 
satu dengan la�nnya. Kegagalan pada 
salah satu komponen akan ber�mbas 
pada faktor yang la�nnya11.

Penegakan hukum merupakan 
suatu proses untuk mewujudkan 
ke�ng�nan-ke�ng�nan hukum menjad� 
kenyataan. Ke�ng�nan-ke�ng�nan 
hukum yang d�maksud d� s�n� 
11 Kartono, PENEGAKAN HUKUM 

LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DALAM 
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN 
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP, Jurnal D�nam�ka Hukum, Vol.9 No. 
3 Ed�s� September 2009, hlm. 250
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merupakan p�k�ran-p�k�ran badan 
pembentuk undang-undang yang 
d�rumuskan dalam peraturan-peraturan 
hukum.12 Sebaga� Negara hukum yang 
ba�k maka Menurut Satj�pto,Negara 
Hukum Yang Membahag�akan Rakyat 
juga cenderung untuk menjad� negara 
hukum yang progres�f, b�la d�l�hat dar� 
�n�s�at�f yang selalu datang dar� p�hak 
negara. Untuk meujudkan negara 
tersebut, maka negara akan selalu akt�f 
mengamb�l �n�s�at�f untuk bert�ndak. 
Bukan rakyat yang harus “mem�nta-
m�nta” untuk d�layan� oleh negara, 
mela�nkan negaralah yang akt�f datang 
kepada rakyat13.

3.2 Faktor-Faktor Non Hukum 
Yang Mempengaruhi Proses 
Penegakan Hukum Terhadap 
Penanganan Tindak Pidana 
Pencurian Arus Listrik Di 
Distrik Dili Timor Leste
Dengan perkembangan 

hukum yang d�pengaruh� oleh 
kekuatan pol�t�k menyebabkan 
pemer�ntahan yang sedang berkuasa 
akan menjad� repres�f dan t�dak lag� 
memperhat�kan kepent�ngan orang-
orang d� sek�tarnya. Berkembangnya 
kekuasaan pol�t�k menyebabkan 

12 Suwar� Akhmaddh�an, PENEGAKAN 
HUKUM LINGKUNGAN DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP 
PERTUMBUHAN EKONOMI  DI 
INDONESIA (STUDI KEBAKARAN 
HUTAN TAHUN 2015), Jurnal Un�f�kas�, 
ISSN 2354-5976, Vol.03 No 01, Ed�s� Januar� 
2016, hlm. 6.

13  Satj�pto Rahardjo, 2009, Negara Hukum Yang 
Membahagiakan Rakyat, Yogyakarta, Penerb�t  
Genta Publ�sh�ng, hlm.106.

kekuasaan kehak�man menjad� 
kotor karena adanya pemufakatan 
jahat yang d�buat berdasarkan 
kesepakatan oleh sekelompok orang 
untuk mencapa� tujuan-tujuannya 
yang mengatasnamakan kepent�ngan 
masyarakat untuk menc�ptakan 
perdama�an dan kesejahteraan 
masyarakat.Pada dasarnya kekuasaan 
pol�t�k �tu merupakan kekuasaan 
yang sangat sul�t untuk d�kalahkan, 
dan kekuasaan adalah “Kemampuan 
seseorang atau kelompok untuk 
mempengaruh� t�ngkah laku orang 
atau kelompok la�n sesua� dengan 
ke�ng�nan pelaku.

Problem la�n yang menyebabkan 
lemahnya penegakan hukum adalah 
t�ndakan d�skr�m�nat�f terhadap 
penanganan t�ndak p�dana pencur�an 
arus l�str�k secara �legal,seh�ngga 
mendapatkan perlakuan dan sanks� 
yang berbeda, bag� para pelanggan 
Electr�s�dade de T�mor Leste (EDTL) 
yang mempunya� status sos�al yang 
t�ngg� d� tengah-tengah masyarakat 
akan d�perlakukan secara �st�mewa, 
sedangkan pelanggan Electr�s�dade de 
T�mor Leste (EDTL) yang mempunya� 
status sos�al leb�h rendah d�perlakukan 
semest�nya sesua� dengan prosedur 
yang d�tetapkan untuk semua 
pelanggan.

Penegakan hukum seolah 
hanya berp�hak pada pelanggan 
Electr�s�dade de T�mor Leste (EDTL) 
yang mempunya� status sos�al yang 
t�ngg�, tetap� t�dak pada pelanggan 
Electrisidade de Timor Leste (EDTL) 



245

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 2 : 237 - 247

yang mempunya� status sos�al leb�h 
rendah. Bahkan hukum berp�hak 
pada mereka yang mem�l�k� jabatan 
dan koneks� dengan para pejabat 
hukum atau mudah untuk leb�h cepat 
mendapatkan proses pelayanan 
dar� pada penegakan hukum dem� 
tercapa�nya suatu kead�lan, dan 
menjad�kan tembok penghalang bag� 
rakyat untuk memperoleh kead�lan 
yang leb�h benar. In� semua karena 
mental�tas aparat penegakan hukum 
yang leb�h mel�hat kedudukan 
seseorang d� masyarakat atau status 
sos�alnya dar� apa yang d�perbuat oleh 
orang yang menghadap� proses hukum.
Belum lag� dalam mental�tas aparat 
penegak hukum terdapat perasaan 
rendah d�r� terhadap mereka yang 
mem�l�k� pangkat dan jabatan yang 
b�sa d�anggap sebaga� sosok yang 
mem�l�k� status sos�al leb�h t�ngg�, dan 
Status sos�al seolah menjad� pent�ng 
bag� mereka yang menghadap� proses 
hukum. Semak�n t�ngg� status sos�al, 
semak�n t�ngg� rasa sungkan dar� 
aparat penegak hukum. 

Dar� has�l wawacara yang 
d�lakukan oleh penel�t� terhadap kepala 
departemen pelayanan, Zen�lo A. 
Sm�th, d� kantor pusat EDTL,tentang 
para pelanggan EDTL atau konsumen 
yang berada d� d�str�k D�l�, d�ketahu� 
bahwa banyak hal yang mereka hadap� 
terleb�h para pelanggan melanggar 
aturan dan melakukan t�ndakan ma�n 
hak�m send�r�, ba�k yang d�lakukan 
oleh masyarakat b�asa, pejabat negara, 
para usahawan maupun kaum kap�tal�s 

yang mem�l�k� kekuatan ekonom� yang 
besar. Dar� sek�an banyak permasalahan 
�n� ter�nd�kas� adanya pelayanan yang 
t�dak merata dar� EDTL terhadap para 
pelanggan, yang d�sebabkan oleh 
banyak faktor penghambat dalam 
pelayanan seh�ngga proses sanks� 
adm�n�stras� t�dak berjalan dengan 
ba�k.Sanks� la�n yang d�ber�kan adalah 
t�ndakan pemutusan al�ran l�str�k, 
namun t�ndakan pemutusan al�ran 
l�str�kd�n�la� sangat d�skr�m�nat�f, karna 
d� pengaruh� oleh kekuatan kekuasaan, 
pol�t�k, dan ekonom� seh�ngga proses 
t�dak berjalan dengan ba�k.14

Dom�nas� pol�t�k terhadap 
perumusan produk hukum seh�ngga 
t�dak lag� se�mbang antara hukum 
dan pol�t�k syarat dengan pol�t�k 
kepent�ngan dalam perumusannya 
seh�ngga kual�tas yang d� has�lkan 
t�dak menyentuh bahkan t�dak 
menjawab persoalan yang t�mbul dalam 
masyarakat karena tujuan d�buatnya 
produk hukum untuk kepent�ngan 
yang berkepent�ngan.15Dar� keadaan 
hegemon�al yang dem�k�an �n� 
menyebabkan hukum menjad� 
keh�langan otonom�, otent�s�tas dan 
profes�onal�sme dalam bekerjanya.
Hukum menjad� terkooptas� oleh 

14  Has�l wawancara dengan kepala departemen 
pelayanan terhadap para pelangang EDTL atau 
konsumen (Chefe Dep.Dez.Cliente) Zen�lo A. 
Sm�th, Pada Tanggal 8 Februar� 2017 d� kantor 
pusat Electricidade de Timor Leste (EDTL) 
D�str�k D�l� T�mor Leste

15 Abdus Salam, PENGARUH POLITIK 
DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI 
INDONESIA, Jurnal Pem�k�ran Hukum 
Islam, Vol.XIV No 2 Ed�s� Desember 2015, 
hlm 124.
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kekuasaan, dan t�dak mampu bekerja 
untuk menyelesa�kan pekerjaanya 
dengan benar.Kekuasaan pol�t�k yang 
telah memasuk� b�dang ekonom� 
member�kan and�l dan pengaruhnya 
yang sangat pent�ng dalam produk 
hukum.Dar� pem�k�ran yang d�jelaskan 
oleh Se�dman d� atas menjelaskan 
bahwa d�nam�ka berjalanya hukum 
sangat d�pengaruh� oleh struktur 
kekuasan yang ser�ng meng�ntervens� 
terhadap proses jalan-nya hukum, 
maka para penegak hukum d� negara 
�n� merasa bahwa mereka t�dak 
mempunya� kekuasaan �ndependen 
terhadap terselengaranya hukum d� 
negara tersebut.Hukum t�dak berjalan 
dengan ba�k sesua� dengan amanat 
Konst�tus� dan kemauan rakyat yang 
selama �n� mer�ndukan adanya kead�lan 
sos�al berdasarkan prosedural, bahwa 
semua proses harus sesua� dengan 
aturan ma�n hukum yang d�tetapkan 
oleh negara melalu� undang-undang 
yang ada.

IV. KESIMPULAN
1. Negara mengh�ndar� perbedaan 

perlakuan terhadap sesama 
warga negara (D�skr�m�nas�) 
dengan menjad�kan hukum 
sebaga� pangl�ma tert�ngg� dalam 
suatu pemer�ntahan, seh�ngga 
kesejahteraan rakyat harus 
menjad� hukum tert�ngg� dalam 
suatu negara “salus publica 
suprema lex”. Set�ap pelayanan 
yang d�ber�kan pemer�ntah 
melalu� Electricidade de Timor 

Leste(EDTL) sebaga� penyalur 
energ� kel�str�kan yang menyebar 
luas d� D�str�k D�l� �bu kota negara 
T�mor Leste pada kenyataannya 
meny�mpang dar� amanat 
konst�tus�. Ket�dakad�lan dalam 
penanganan yang semest�nya 
pada dasarnya terjad� karena 
adanya �ntervens� kekuasaan, 
ba�k ekonom� maupun pol�t�k.

2. Faktor yang menyebabkan 
sul�tnya penegakan hukum d� 
T�mor Leste, yakn� d� antaranya, 
Berbaga� undang-undang yang 
d�buat yang notabene-nya adalah 
representat�f dar� hukum hanya 
mengutamakan kepent�ngan 
penguasa. Para pemegang 
kekuasaan ser�ng meng�ntervens� 
proses jalannya penegakan 
hukum yang sedang berjalan, 
seh�ngga para penegakan hukum 
sul�t sekal� untuk menegakkan 
hukum yang sesua� dengan 
kor�dor hukum yang ada.
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